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BUPATIBANGKALAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR [? TAHUN 2020 

TENTANG 

BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH SISA UANG TANAH PENGGANTI 
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA KELEYAN UNTUK UPTD 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SOCAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

Menimbang : 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih 
Sisa Uang Tanah Pengganti Tukar Menukar Tanah Kas 

Desa Keleyan untuk UPTD Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Socah. 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15  Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5280) ; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244) Scbagaimana tclah 

diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014  Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717) ;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 148 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 
2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120 ) ;  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ) ;  

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 16 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 53); 
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I2 .  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015.  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN 
SELISIH SISA UANG TANAH PENGGANTI TUKAR MENUKAR 
TANAH KAS DESA KELEYAN UNTUK UPTD SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SOCAH. 

Pasal 1 

Selisih sisa uang tanah pengganti tukar menukar tanah kas Desa 
Keleyan untuk UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Socah 
ditetapkan sebesar Rp.4.884.000,00 (empat juta delapan ratus 
delapan puluh empat ribu rupiah). 

Pasal2 

Selisih sisa uang tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dipergunakan untuk sarana dan prasarana Desa Keleyan. 

Pasal 3 

Selisih sisa uang tanah pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 
1 dilarang digunakan untuk pembangunan balai Desa, 

pembayaran honorarium, pembayaran tunjangan dan/atau 
belanja pegawai. 

Pasal 4 

Selisih sisa uang tanah pengganti tukar menukar tanah kas Desa 
Keleyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimasukkan ke 
dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Ditetapkan di Bangkalan 
=kg 'gsa! 1 0 FE8 2020 

'-< IGKALAN, ,, 

Diundangkan di Bangkalan 
Pada tan .=j FEB 2020 

DHI 

RAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 

NOMOR: / 3/ E .  


